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ABSTRAK 

Ali Imran. M 2023. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Melalui 

Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng 

Manegement Program) Kabupaten Gowa. (Dibimbing oleh Fatmawati dan 

Haerana) 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam 

pengelolaan sampah melalui program daur ulang sampah perkotaan (municipal 

waste recycllng manegement program) Kabupaten Gowa. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif .Adapaun Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini wawancara,observasi, dan dokumentasi. Sumber data pada 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini 

berjumalah 5 orang. Hasil Pada Penelitian ini menunjukan. 1) Pemerintah dalam 

pengelolaan lingkungan melalui program(Municipal Waste Recycllng Management 

Program ) telah membangun hubungan yang baik terhadap masyrakat dengan 

memberikan arahan serta sosialisasi terkait pelaksanaan program tersebut. 2) Peran 

Informasional Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah melalui 

program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management 

Program) menginformasikan mengolahan sampah dengan beberapa tahap sampai 

pada tahapan daur ulang yang kemudian dapat di jadikan Kembali barang bernilai 

dan dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat. 3)Peran Pengambilan 

Keputusan untuk mengatasi permasalahan sampah, berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah dalam menekan angka peningkatan sampah yang bermuara pada tempat 

pembuangan akhir (TPA) Pemerintah Kabupaten gowa melalui program Daur 

Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management Program)  

dengan  melalukan pemisahan jenis sapah kemudian mendaur ulang sampah yang 

dapat diolah kembali oleh masyarakat sehingga dapat menjadi penghasilan 

tambahan bagi masyarakat sekitar.  

Kata Kunci : Peran, Pengelolaan Sampah, Municipal Waste Recycllng 

Management Program 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

 Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Keberadaannya tidak 

dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik karena pengelolaan sampah yang 

tidak saniter dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi ini 

mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan gangguan pada 

kesehatan manusia. Sampah masih menjadi masalah di Indonesia karena pelayanan 

yang dilakukan saat ini masih relatif terbatas (Sumantri, 2015). Sampah yang tidak 

tertangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungn, menimbulkan bau 

serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Gangguan lingkungan oleh sampah 

dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan 

penanganan sampah dengan baik (Hasbullah, Taufik, and Nurmaini 2019). 

Persampahan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di 

dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah, disamping produk utama 

yang diperlukan sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas 

manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia. 

Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dangan 

pengelolaannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat 

pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju 

yang cukup cepat, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih 

belum memadai. Pengelolaan sampah berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP 

No 81 Tahun 2012 di lakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan 

penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan di dalam UU 
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maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai 

pada pengelolaan akhir. Dimana pengurangan sampah diwujudkan dengan 

keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah (Prihatin 2020). 

Pengelolaan sampah perkotaan  di Indonesia masih berpegang pada prinsip 

3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Maksudnya, sampah 

dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian diangkut secepat-cepatnya dan 

dibuang sejauh-jauhnya. Sampah masih dianggap sebagai sisa hasil kegiatan 

manusia yang tidak memiliki nilai dan harus segera dijauhkan atau dibuang serta 

jika perlu dimusnahkan (Kuncoro, 2009). Pengelolaan sampah dengan 

menggunakan paradigma 3P memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 

keberadaan TPA (Wibowo, 2009) karena dalam pengelolaan sampah dengan model 

3P tidak ada proses pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya. 

Akibatnya dibutuhkan sarana angkut sampah yang banyak dan lahan TPA yang 

luas. Tidak hanya itu, penanganan sampah di TPA menjadi lebih berat dan 

dibutuhkan biaya yang besar untuk menanganinya. TPA dengan sistem lahan urug 

saniter yang ramah lingkungan terbukti tidak ramah dalam aspek pembiayaan, 

karena membutuhkan biaya tinggi untuk investasi, konstruksi, operasi, dan 

pemeliharaannya. Pemerintahan Indonesia mengesahkan UU Pengelolaan Sampah 

sebagai payung hukum nasional bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah. UU 

tersebut memerintahkan pemerintah daerah untuk menutup semua TPA yang 

dioperasikan sebagai pembuangan sampah terbuka (open dumping) dalam jangka 

waktu maksimal 5 tahun atau sampai 2013. Dalam rentang waktu yang sama, TPA 

baru akan dibangun untuk menggantikannya. Pembangunan tempat pembuangan 
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sampah baru harus memakai sistem sanitary landfill sesuai dengan standar dan 

peraturan yang berlaku. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Meidiana dan 

Gamse (2011) mengidentifikasi bahwa sebagian besar TPA dioperasikan sebagai 

TPA open dumping terkontrol, sekalipun tempat pembuangan sampah tersebut rata-

rata awalnya didesain sebagai sanitary landfill (Munawar & Fellner, 2014). Sebagai 

konsekuensinya praktik ini antara lain menimbulkan emisi lindi yang mengandung 

polutan organik dan kandungan nitrogen serta gas rumah kaca (greenhouse gases 

atau GHG). Menurut UU Pengelolaan Sampah pada Pasal 1 ayat (5), disebutkan 

bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 

berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

Paradigma pengelolaan sampah berdasarkan UU Pengelolaan Sampah tidak lagi 

bertumpu pada pendekatan akhir seperti yang dilakukan selama ini. UU 

Pengelolaan Sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai 

ekonomi sehingga pengelolaannya dilakukan mulai dari hulu. Oleh karenanya, 

pengurangan sampah dari sumber menjadi hal utama dalam pengelolaan sampah. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UU Pengelolaan Sampah, kegiatan 

pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, 

pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan 

tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan 

lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle). 

Diperlukan manajemen lingkungan yang baik untuk mengatasi 

permasalahan lingkungan yang kompleks. Lingkungan adalah entitas dinamis yang 

dapat terpengaruh oleh campur tangan manusia, sehingga terjadi penurunan kualitas 
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lingkungan. Permasalahan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan alam, tetapi 

juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Oleh karena itu, solusi yang efektif dan 

berkelanjutan. 

Pemerintah Kabupaten Gowa  mengatasi masalah sampah melalui 

pengeloaan sampah Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste 

Recycllng Management Progaram) bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan 

kapasitas pengelolaan sampah pemerintah daerah di Kabupaten Gowa dengan 

menggunakan pengalaman dan praktik terbaik dari Kota Makassar. Program ini 

belajar dan mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar. 

Pendekatan pengelolaan sampah di Kota Makassar dijadikan acuan untuk 

mendukung kolaborasi masyarakat-pemerintah-swasta yang lebih inklusif di 

Kabupaten Gowa. 

Program ini juga mendukung bank sampah yang sudah ada dan 

memfasilitasi pembentukan bank sampah percontohan baru di tingkat masyarakat 

untuk membangun partisipasi masyarakat yang lebih luas, khususnya perempuan 

dan pemuda dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, program ini tidak 

hanya mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah, tetapi perubahan positif dalam 

pengelolaan sampah Kota Makassar juga diharapkan dapat tercapai di Kabupaten 

Gowa. 

Pelaksanaan program ini juga merupakan perwujudan amanat Undang-

Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan 

bahwa ”sampah merupakan permasalahan nasional yang pengelolaannya perlu 

dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan 
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manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta 

dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah yang komprehensif 

memerlukan kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha . 

Tujuan utama program ini berupaya dalam pengurangan sampah dari 

sampah rumah tangga dengan melibatkan masyarakat di dalam nya agar dapat 

memilah sampah yang memiliki nilai ekonomi sehingga selain dapat mengurangi 

jumlah sampah dapat juga menjadi salah satu pendapatan yang di peroleh 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka  peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Peran pemerintah dalam pengelolaan 

sampah melalui program daur ulang sampah perkotaan (municipal waste recycllng 

manegement program) Kabupaten Gowa”. 

 
B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latarbelakang maka Rumusan pada penelitiani ini adalah 

Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengelolahan Sampah Melalui Program 

Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management 

Progaram ) Kabupaten Gowa 

C. Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan daripenelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengelolahan Sampah Melalui 

Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management 

Progaram ) Kabupaten Gowa 



6 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 
 

Hasil yang nanti akan di capai pada penelitian ini di harapkan memberi 

manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat di jadikan suatu bahan studi 

perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmia 

dalam melengkapi kajian kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi salah satu sumbangan 

pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara 

pemerintah dan masyarakat bersinergi, mendukung serta melihat apa saja 

yang menjadi hambatan pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa. 

  



7 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam 

melakukan penelitian hingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis 

tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian dalam peneletiannya  

Tabel Penelitian terdahulu 

No  Nama 

Penulis 
Judul Penelitian Hasil Peneltian 

 (Halim & 

Feriadi, 

2022) 

Pengelolaan Sampah Melalui 

Inovasi Daur Ulang pada 

Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu “Mulyoagung 

Bersatu” Kabupaten Malang 

Hasil penelitian ini menggambarkan 

proses inovasi pada Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) 

Mulyoagung Bersatu mampu 

membuktikkan bahwa inovasi daur 

ulang sampah yang dikelola dengan 

manajemen yang professional mampu 

menyelesaikan timbulan sampah 

hingga 250 m3/hari dengan jumlah 

layanan sebanyak 12.000 KK dengan 

jangkauan layanan adalah desa 

mulyoagung, desa landungsari, desa 

sumbersekar, keurahan dadaprejo dan 

desa gadingkulon Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. Proses pemilahan 

menghasilkan 31 jenis sampah bernilai 

ekonomi dan mampu mengolah 

sampah organic menjadi pupuk 

kompos dan pakan ternak. Aktivitas 

inovasi daur ulang sampah ini berhasil 

mengurangi residu sampah yang 

dibuang ke TPA hingga 88% dari 

sampah yang dikelola atau sebanyak 

220m3/hari. Keberadaannya menjadi 

tujuan edukasi peran serta masyarakat 
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dalam menyelesaikan persoalan 

sampah dalam suatu wilayah dan 

menginspirasi orang lain untuk dapat 

mereplikasi inovasi ini 
 (Pasande & 

Ezra, 2021) 
Daur Ulang Sampah di Desa 

Paisbuloli Sulawesi Tenggara 
Problem sampah berawal dari aktifitas 

pembuangan dan pembakaran di 

tempat pembuangan sampah 

sementara. Tujuan dari pengabdian ini 

adalah memberi pembelajaran kepada 

masyarakat cara mengelola sampah 

menjadi baju plastik, sampah ditukar 

dengan sampah, sampah ditukar 

dengan sayur, tas daur ulang, eco brick 

ditukar dengan telur, paving blok, dan 

lukisan dari kantong plastik bekas. 

Cara yang digunakan untuk 

pengelolaan sampah yakni: 

mengurangi, menggunakan kembali, 

mendaur ulang, menanam kembali, 

dan menggantikan. Pengabdian 

masyarakat menghasilkan hal penting 

yakni, tetap mendorong masyarakat 

untuk terlibat aktif dalam mengelola 

sampah. perlu melibatkan perangkat 

desa untuk menggerakkan masyarakat 

mengurangi sampah. Serta adanya 

pelatihan bagi masyarakat untuk 

menciptakan lapangan kerja dari daur 

ulang sampah. 
 (Hartono, 

Widiasih, & 

Mary, 2020) 

Analisis Inovasi Bank Sampah 

Dalam Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Perkotaan Di 

Kelurahan Bahagia Kecamatan 

Babelan Kabupaten Bekasi 

hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) inovasi bank sampah memiliki 
telah diarahkan dan dilaksanakan 

dengan baik, 2) kendalanya adalah 

kurangnya 
modal untuk operasional, kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang 
masalah inti pengelolaan sampah 

rumah tangga, dan tidak semua orang 
sadar untuk melakukan pengelolaan 

dan pengolahan sampah, dengan 

menggunakan 
waktu, tempat, dan pola pikir 

pemulung sebagai alasan. Ketiga 

upaya tersebut adalah: 
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1) Undangan PBSB untuk lebih 

banyak CSR lingkungan, 2) 

berkelanjutan 
sosialisasi agar masyarakat lebih 

paham tentang pengelolaan sampah 

ramah lingkungan, dan 3) terobosan 

inovasi pada 
pengelolaan sampah. Disarankan 

modul pembuatan kompos 
dan biopori harus dijadikan pedoman 

masyarakat dan bank sampah itu 
Kampanye 3R dapat didukung secara 

finansial oleh pemerintah. 
 

Berikut perbedaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan : 

Pada Peneltian  Halim & Feriady (2020)  Pengelolaan Sampah Melalui 

Inovasi Daur Ulang pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu “Mulyoagung 

Bersatu” Kabupaten Malang menjelaskan tentang Inovasi daur ulang sampah yang 

dikelolah dengan managemen professional dengan mampu menyelasian timbangan 

samapah di beberapa desa dan pemilih sebanyak 31 samaph yang bernilai ekonomi 

serta mengelolah sampah oraganik menjdi pupuk kompos dan pakan ternak. 

Pada Peneltian Pasande & Ezra (2021 ) Daur Ulang Sampah di Desa 

Paisbuloli Sulawesi Tenggara menjelaskan tentang Pengabidan kepada masyarakat 

dengan tujuan memberikan pelajaran kepada masyarakatcara mengelola sampah 

menjadi beberpa olahan dan  barter dengan tujuan dapat mengurani mengguan 

secara berulang,mengaur ulang sampah serta mendorong masyarakat agar terlibat 

aktif dalam pengelolaan sampah. 

Pada penelitian (Hartono, Widiasih, & Mary, 2020) Analisis Inovasi Bank 

Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan 
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Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi menjelaskan tentang evaluasi 

inovasi bank sampah dengan menunjukan bawaha inovasi berjalan dengan baik  

meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam hal kekurangan modal 

oprasional serta kurangnya pemahaman masyarkaat. 

Berdasarkan ketiga penelitan terdahulu diatas maka terdpat perbedaan 

dengan penelitian yang kan penelti lakukan yaitu tarletak pada focus penelitian 

dimana pada penelitian ini peneliti berfokus pada Peran Pemerintah Dalam 

Pengelolahan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal 

Waste Recycllng Management Progaram ) Kabupaten Gowa 

B. Kajian Teori 
 

   Teori merupakan sarana berpikir yang dapat digunakan sebagai kerangka 

berpikir untuk memahami variabel-variabel yang diteliti dan solusi teoritisnya, maka 

untuk memberikan arah penelitian diperlukan suatu teori yang mendukung arah 

permasalahan. Menurut Kodoatie (2003:219) secara umum persoalan yang muncul 

pada pengelolaan sampah di daerah adalah sebagai berikut:  

1. Konsep Pelayanan Publik 

a. Pengertian Pelayanan Publik 

 Istilah pelayanan publik (public service) di Indonesia seringkali disamakan 

dengan pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik, dimana dikatakan bahwa ada empat unsur dalam 
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pelayanan publik, (Bharata, 2004) yaitu : 1 Penyedia layanan; 2) Penerima 

layanan: 3) Jenis layanan; 4) Kepuasan pelanggan. Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia (LAN RI 1998 memberi definisi bahwa pelayan publik adalah 

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam 

bentuk barang dan /atau jasa, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Departemen Dalam Negeri (2004) memberi batasan bahwa pelayanan publik 

adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan 

keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa. 

Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan. Dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah bentuk usaha sadar dari penyelenggara negara kepada masyarakat 

berupa barang dan/ atau jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena itu 

merupakan hak dari setiap warga negara karena dijamin oleh undang undang dan 

kepada pelayan publik wajib untuk melakukannya (Riani , 2021). 

b. Jenis-jenis Pelayanan Publik 

  Berdasarkan Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari 

instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan 
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tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang 

dihasilkan, yaitu: 

1)  Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, 

dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk 

akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, dan lain 

sebagainya. 

2) Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa 

kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk 

distribusi dan penyampaiannya kepada konsumne langsung (sebagai unit ataupun 

individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir 

berwujud benda (fisik) misalnya pelayanan listrik, air bersih dan pelayanan 

telepon. 

3) Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa 

sarana dan prasaranan serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang 

mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai 

dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos dan 

pelayanan pemadam kebakaran (Bazarah, Jubaidi, & Hubaib). 

c. Karakteristik Pelayanan Publik 

 Pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan dimana 

karakteristik pelayanan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat 

kepuasan dan penampilan kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai 

perumusan karakteristik yang dibuat oleh para ahli. Zeithaml, Berry dan 
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Parasuraman (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003: 27) mengidentifikasikan 

lima karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi 

kualitas jasa, yaitu: 

1) Bukti langsung (tangible) adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

dari segivisual (berhubungan dengan lingkungan fisik). Tangible yang baik akan 

mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan aspek tangible ini 

juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan. Aspek 

tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

2)  Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Reliability berarti perusahaan menepati 

apa yang dijanjikan, baik mengenai pengantaran, pemecahan masalah, dan harga. 

Reliabilitas meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja (performance) dan 

sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan mampu 

menyampaikan jasanya secara benar sejak awal, memenuhi janjinya secara akurat 

dan andal, menyampaikan data secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat. 

3) Daya tanggap (responsiveness),  dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Beberapa contohnya adalah ketepatan waktu pelayanan, kecepatan memanggil 

kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat. Dimensi ini 

menegaskan perhatian dan kecepatan waktu dalam hubungannya dengan 

permintaan pelanggan, pelayanan, komplain dari masalah yang terjadi. 

4)  Jaminan (assurance), Jaminan yang dimaksud adalah perilaku karyawan atau 

petugas pelayanan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 
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Jaminain juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai 

pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menanggapi setiap 

pertanyaan atau masalah pelanggan. Jaminan ini mencangkup kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan. 

5) Empati, berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak 

demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para 

pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Empati dalam pelayanan 

meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan 

memahami kebutuhan para pelanggan (Bazarah, Jubaidi, & Hubaib). 

d. Jenis Jenis Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik yang wajib diberikan oleh pemerintah diklasifikasikan dalam dua 

kategori, pemerintah sebagai penyelenggara layanan juga harus memberikan 

pelayanan umum kepada masyarakatnya. Mengingat kebutuhan dan masalah 

masyarakat yang berbeda-beda, maka jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat juga berbeda. Organisasi publik hendaknya memperhatikan kriteria-

kriteria pelayanan publik yang mengacu pada Kepuasan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 yang telah diubah dengan 

Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 yang terdapat pengelompokan pelayanan 

umum ke dalam tiga bagian yaitu: (1) Kelompok Pelayanan Administrasi, (2) 

Kelompok Pelayanan Barang, dan (3) Kelompok Pelayanan Jasa.41 Bentuk 

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu : 
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1) Pelayanan Barang, ialah jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk 

atau produk barang yang dapat digunakan oleh publik, seperti tenaga listrik, air 

bersih, e-KTP, dan lain-lain.  

2) Pelayanan Jasa, ialah jenis pelayanan yang menghasilkan bermacam bentuk 

jasa yang dibutuhkan oleh public, seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, 

penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain-lain.  

3) Pelayanan Administratif, merupakan jenis pelayanan yang menghasilkan 

bermacam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti akta 

kelahiran, identitas kewarganegaraan, dan sebagainya. 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

dibutuhkan oleh setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Sebagai pelayan publik, pemerintah harus 

mampu memberikan pelayanan yang prima kepada setiap masyarakat tanpa 

perbedaan. Jenis pelayanan yang ditawarkan kepada warga dapat berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan warga, namun manajemen penyelenggaraan layanan 

tersebut harus didasarkan pada prinsip dan nilai yang sama. 

e. Unsur-Unsur Pelayanan Publik 

1) Penyedia layanan, ialah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu 

pada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 

penyerahan barang atau jasa. 

2)  Penerima layanan, ialah konsumen atau customer yang menerima berbagai 

layanan dari penyedia layanan. 



16 
 

 
 

3) Jenis layanan, ialah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada 

pihak yang membutuhkan layanan.  

4) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. 

f. Asas Pelayanan Publik  

 Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan 

masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah 

harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan 

masyarakat. Sehingga pelanggan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan 

yang diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu 

rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancer, tepat, 

lengkap, wajar, dan terjangkau. Tujuan dari pelayanan publik secara teoritis 

ialah dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tingkat 

kepuasan tersebut pemerintah dituntut untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

publik yang profesional, ada beberapa azas-azas untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, antara lain: 

1) Transparansi, ialah keterbukaan dan kemudahan akses untuk seluruh lapisan 

masyarakat dan disediakan dengan mudah dipahami serta memadai. 

2) Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3)  Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi layanan 

dan penerima dengan tetap berpedoman terhadap prinsip efisiensi dan 

efektivitas.  
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4)  Partisipatif, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan cara memperlihatkan aspirasi, kebutuhan dan 

bagaimana harapan masyarakat.  

5) Kesamaan hak, yaitu tidak adanya diskriminatif semua diberikan pelayanan 

secara profesional dan tidak memihak baik secara ras, suku, gender dan kelas 

social.  

6)  Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. 

 Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang terdiri dari 

12 azas:  

a) Azas kepentingan umum  

b) Azas kepastian hukum  

c) Azas kesamaan hak  

d)  Keseimbangan hak dan kewajiban 

e)  Azas keprofesionalan  

f) Azas partisipasif  

g) Azas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  

h) Azas keterbukaan  

i) Azas akuntabilitas  

j)  Azas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k)  Azas ketepatan waktu  

l) Azas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
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 Berdasarkan pemaparan di atas, maka pelayanan publik akan berkualitas 

apabila memenuhi azas-azas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, 

partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, 

fasilitas, ketetapan waktu dan kemudahan. 

2. Konsep Peran 
 

a. Pengertian Peran 

 Dalam kamus Besar Bahasa Peran menurut Abdilsyani (2012 :92) peran 

adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan 

hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat 

dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

status sosialnya dalam masyarakat. Masyarakat berpendapat bahwa peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila sesorang melaksaakan hak 

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dan mejalankan suatu peran. 

Selanjutnya dia menambahkan bahwa peran yang melekat pada diri seseorang 

harus dibedahkan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi 

seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat 

individu pada organisasi masyarakat.  

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2012:212), yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah 

seseorang yang mempunyai kedudukan dan menjalankan hak kewajibannya. Dari 

sudut pandang yang lain, peran adalah tindakan yang di lakukan seseorang atas 
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sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Power wadarminta,1995) (Raintung, 

Sambrian, & Sumampow, 2021). 

b. Aspek-aspek Peran 

  Soekanto (1987:221). mengemukakan Aspek-Aspek peranan sebagai berikut : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang 

dalam masyarakat.  

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

c. Unsur-unsur Peran 

Menurut soerjono Soekarno unsur-unur peran ialalah aspek dinamis dari kehidpan, 

perangkat hal-hak dan kewajiwba, perilaku sosial pemegang kehidupan,Bagian 

dari aktivitas yang dinamakan seseorang. Hubungan-hubungan sosial yabg ada 

dalam masyarakt, merupakan hubungan antara peran-peran  individu dalam 

masyarakt. Sementara peranan itu sendri diatur oleh norma-noma yang berlaku 

dalam masyarakat. 

d. Fungsi Peran 

Peran memiliki fungsi sebagai berikkut : 

1. Memberi arag pada sosialasasi 

2. Pewaris tradisi,kepercayaan,nilai-nilai dan norma-norma serta pengetahuan 

3. Dapat mempersatukan kelompok masyarakat 



20 
 

 
 

4. Menghidupkan system pegendalia dan control, sehingga dapat melestarikan 

kehidupan masyarakat. 

e. Jenis-Jenis Peran  

  Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu 

sebagai berikut:  

1)  Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan 

seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.  

2) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.  

3) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang 

yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan 

peranan yang saling bertentangan antar satu sama lain.  

4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara 

emosional. 

5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam 

menjalankan suatu peranan tertentu. 

6)  Model peranan (Role Model) yaitu dimana tingkah laku seseoorang yang 

dijadikan sebagai contoh, ditiru, dan diikuti.  

7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan 

individu lainnya pada dia sedang menjalankan peranannya. 

f. Indikator Peran 

Menurut Henry Mintzberg (1998), yang melakukan penelitian seksama 

terhadap lima orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka. Berdasarkan 
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observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa seseorang melakukan sepuluh 

peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat. kesepuluh 

peran ini bisa dikelompokan sebagai antarpersonal, interpersonal, dan 

pengambilan keputusan.  

1) Peran Antarpersonal  Semua manajer diharuskan melakukan tugas-tugas terkait 

seremonial dan bersifat simbolis. Sebagai contoh, ketika rector perguruan tinggi 

memberikan ijazah sarjana pada acara wisuda atau seorang pengawas pabrik 

menjadi pemandu tur pabrik untuk sekelompok murid sekolah menengah, ia 

berperan sebagai tokoh utama (figurehead). Semua manajer memiliki peran 

kepemimpinan. Peran ini mencakup perekrutan, pelatiahan, pemberian motivasi, 

dan pendisiplinan  karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antarpersonal 

adalah peran penghubung. Mintzberg (1998), mendeskripsikan aktivitas ini 

sebagai hubungan dengan individu luar yang memberikan informasi kepada 

manajer tersebut. Individu luar tersebut mungkin adalah individu atau kelompok 

di dalam atau di luar organisasi. Manajer penjualan yang mendapatkan informasi 

dari manajer pengedalian kualitas di perusahaannya sendiri mempunyai kerja sama 

hubungan internal. Ketika manajer penjualan tersebut berhubungan dengan 

eksekutif penjualan lain melalui sebuah asosiasi perdagangan pemasaran, ia 

mempunyai suatu kerja sama hubungan eksternal.  

2) Peran Informasional Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, mengumpulkan 

informasi dari organisasi-organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka 

mendapatkan informasi dengan membaca majalah dan berkomunikasi dengan 

individu lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin 
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direncanakan oleh para pesaing, dan semacamnya. Mintzberg (1998), menyebut 

hal ini sebagai peran pemantau. Para manajer juga bertindak sebagai penyalur 

untuk meneruskan informasi ini kepada anggota organisasional. Hal ini disebut 

sebagai peran penyebar. Selain itu, manajer bertindak selaku juru bicara ketika 

mereka mewakili organisasi di hadapan pihak luar.  

3) Peran Pengambilan Keputusan  

Dalam peran kewirausahaan, para manajer memulai dan mengawasi proyek-

proyek baru yang akan meningkatkan kerja organisasi mereka Sebagai penyelesai 

masalah, manajer melakukan tindakan korektif untuk menyelesaikan berbagai 

masalah yang tidak terduga. Sebagai pengalokasi sumber daya, manajer 

bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. 

Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan 

berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-unit lain demi keuntungan unit 

mereka sendiri (Suhartani, 2020). 

3. Konsep Pengelolaan Sampah 
 
  Menurut Azwar (1990:53), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan 

lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka 

sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, 

sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Kodoatie 

(2003) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat 

atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau 

siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu 

kesehatan lingkungan (refuse) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal 
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yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus 

dibuang, sedemikian rupa, sehingga tidak menganggu kelangsungan hidup. 

Menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang 

bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik. 

Menurut Hadiwiyoto (1983), berdasarkan lokasinya, sampah dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1.  sampah kota (urban), yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar 

2. sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar 

perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai. 

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan. 

Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya berarti tidak adanya sampah, 

melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika. 

Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama dan yang harus dipertimbangkan 

secara matang dalam pengelolaan sampah,yaitu: identifikasi kondisi sistem 

pengelolaan sampah yang telah ada; definisi baik dan benar dalam hal 

pengelolaan sampah; dan pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan. 

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani 

sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, 

kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, 

pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir 

(Suryani, 2014). 

Penggolongan sampah menurut sumbernya adalah : 
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1. Sampah domestik, sampah ini berasal dari lingkungan pemukiman atau 

perumahan  

2. Sampah komersil, sampah yang dihasilkan dari lingkungan kegiatan 

perdagangan seperti toko, restoran, rumah makan, warung, pasar dan 

swalayan  

3. Sampah industri, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri 

yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri  

4.  Sampah alami dan lainnya, dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan 

sebagainya. 

 Berdasarkan sifatnya sampah dapat digolongkan menjadi:  

1. Sampah yang mudah membusuk  

2.  Sampah yang tidak mudah membusuk  

3. Sampah yang mudah terbakar  

4. Sampah yang tidak mudah terbakar. 

Tipe pengelolaan sampah Pada dasarnya terdapat 2 macam pengelolaan 

sampah, yaitu pengelolaan / penanganan sampah setempat (individu) dan 

pengelolaan sampah terpusat untuk suatu lingkungan permukiman atau kota. 

Penanganan setempat adalah penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh 

sipenghasil sampah. Sedangkan pengelolaan secara terpusat, khususnya dalam 

teknis operasional, adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang 

terkoodinir. Jika yang akan dilaksanakan adalah sistem penanganan yang 

terpusat, maka adanya suatu institusi yang menangani langsung pengelolaan 

persampahan mutlak diperlukan. Institusi dalam sistem pengelolaan 
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persampahan memegang peranan yang sangat penting meliputi, status, struktur 

organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi vertikal 

maupun horisontal dari badan pengelola. Sesuai dengan status kota, untuk kota 

metropolitan dan kota besar, bentuk badan pengelola sebaiknya suatu “Dinas” 

tersendiri dan selanjutnya dikembangkan menjadi bentuk Perusahaan Daerah”. 

Kotamadya sebaiknya merupakan Dinas tersendiri sedangkan Kota 

Administratif sebaiknya merupakan Suku Dinas Kebersihan atau UPTD 

dibawah Dinas Kebersihan atau Dinas PU Kabupaten. Ibu Kota Kabupaten 

sebaiknya merupakan UPTD dibawah Dinas PU/Dinas Kebersihan Kabupaten 

atau Seksi dibawah Dinas PU Kabupaten. (Manual sistem pengelolaan sampah 

perkotaan (Prihatin 2020). 

 

4. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah 
 

 Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang 

sangat besar. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah 

dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau 

dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan 

adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut 

Fiona (2001:416), pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, 

dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, 

dan lembaga donor. Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada 

pengelolaan sampah, yaitu:  
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a. Pengatur Kebijakan (Regulator)  Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan 

selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto (1997:15). Dalam menyelenggarakan 

pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan 

kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran 

pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan 

pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh 

pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah 

jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah 

yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan 

kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan 

perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan 

kebersihan.  

b.  Penyedia Layanan (Service Provider)  Peran pemerintah sebagai penyedia 

pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. 

Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya 

memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, 

dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannnya, pemerintah juga memfasilitasi 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta 

dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain 

itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan tekonologi spesifik lokal yang 

berkembang pada masyarakat.  Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak 
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hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk 

yang dihasilkan dalam kaitannya  dengan kebijakan yaitu salah satunya program. 

Menurut EPA, program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah 

diantaranya adalah perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program-

program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi 

pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke 

pembuangan akhir (Jati, 2013). 

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik 

dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana 

pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga 

dan partisipasi masyarakat.Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil 

masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan 

kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan 

adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang- undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 

ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi : 

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai 

dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. 

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan 

sampah terpadu. 

5. Pengelolaan Sampah Daur ulang 
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Prinsip Reduce (R1) Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk 

mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak 

sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah 

dengan cara merubah pola hidup komsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari  yang 

boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisisen dan sedikit 

sampah. Namun, diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah 

perilaku tersebut. Perubahan perilaku tersebut dapat diterapkan sejak anak-anak 

melalui pendidikan di sekolah. Prinsip Reduce dilakukan dengan cara sebisa 

mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin 

banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.  

Prinsip Reuse (R2) Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material 

agar tidak menjadi sampah (tanpa melaui proses pengelolaan) seperti 

menggunakan kertas bolak-balik menggunakan Kembali botol bekas minuman 

untuk  tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain. 

Prinsip  Recycle (R3) berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak 

berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti 

mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya 

atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali 

menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi 

bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas lebih rendah dan 

lain-lain.12 Contoh lain yang dapat dilakukan siswa adalah Misalnya, bubur kertas 

untuk membuat alat peraga meletusnya gunung api. Prinsip Recycle dilakukan 

dengan cara sebisa mungkin, barangbarang yang sudah tidak berguna lagi, bisa 
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didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak 

industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah 

menjadi barang lain (Arisona, 2018).  

6. Pengelolaan sampah daur ulang MWRP Kabupaten Gowa 

 MWRP merupakan Program dari USAID yang bertujuan untuk mengurangi 

sumber pencemaran plastik laut di empat negara Asia yang termasuk pencemar 

terbesar: Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Melalui hibah dan bantuan 

teknis kepada organisasi yang memenuhi syarat, MWRP telah memperkenalkan 

pendekatan pengelolaan limbah padat (Solid Waste Management/SWM) yang 

inovatif dan terukur dan meningkatkan investasi daur ulang sampah di kota-kota 

pesisir, dengan mendukung bisnis lokal, asosiasi wanita, kota/kabupaten, dan 

lainnya untuk mengurangi polusi plastik laut. 

MWRP memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lokal untuk secara 

efektif mengelola limbah padat dan memperluas daur ulang melalui mekanisme 

yang mempromosikan inklusi sosial, memberdayakan perempuan dan kaum muda, 

mendukung pemulung independen, dan menghasilkan lapangan kerja dan 

pertumbuhan ekonomi.  

Pemerintah Kabupaten gowa memanajemen Pengelolaan sampah perkotaan 

melalui Program MWRP melalui dinas Lingkungan hidup dan bekerja sama 

dengan Yayasan penduli Negri (YPN) sebagai Langkah tepat untuk membangun 

lingkungan bersih ,hijau dan sehat. Program ini juga mendukuk peraturan 

pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah yang teruang dalam Kebijalan dan 

strategi Daerah (Jakstada) tentang pengelolaan Sampah Rumah tangga . 
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Berikut Ilustrsi Pengelolaan Sampah Daur Ulang MWRP Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

Gambar I 
Pengelolaan sampah daur ulang 

 

Berdasarkan Gambar diatas dapat pengelolaan Sampah rumah tangga di 

Kabupaten Gowa  mellibatkan langsung masyarakat sehingga mempermudah 

pemerintah dalam pengelolaan daur ulang. Pemerintah membentuk BSU di masing 

masing kelurahan kemudian masing-masing dari kelurahan mengumpulan sampah 

rumah tangga nya kemudian dipilih dan di bawa ke Bank Sampah Induk dan di 

lakukan daur ulang. 
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C.Kerangka Fikir 
 

 Kerangka fikir adalah menjelaskan secara garis besar mengenai 

penelitian yang akan dilakukan. Kerangka fikir  dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

1. Peran Antarpersonal   

2. Peran Informasional  

3. Peran Pengambilan 

Keputusan  

(Henry Mintzberg ,1998)  

 

 
 

meningkatkan Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di 

Kabupaten Gowa  

PERAN PEMERINTAH DALAM 

PENGELOLAAN SAMPAH(MWRP) KAB 

GOWA 
MELALUI PROGRAM DAUR ULANG 

SAMPAH PERKOTAAN 
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B. Fokus Penelitian 
 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk pembatasan fokus penelitian 

terkaitan dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, fokus merupakan 

pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam 

pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian. Fokus 

penelitian tentang Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste 

Recycllng Management Progaram/MWRP) Kabupaten Gowa 

 
C. Deskripsi Fokus Penelitian 

 
1. Peran Antarpersonal  yaitu peran pemerintah dalam dalam ikut serta 

dalam kegiatan-kegiatan yang seremonial sehubungan dengan  

pengelolaan Samapah melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan 

(Municipal Waste Recycllng Management Progaram/MWRP Kabupaten 

Gowa 

2. Peran Informasional yaitu Peran Pemerintah dalam memberikan atau 

memperolah informasi dalam menjalankan  Program Daur Ulang 

Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management 

Progaram/MWRP Kabupaten Gowa 

3. Peran Pengambilan Keputusan  yaitu Peran Pemerintah dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Program Daur Ulang 

Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management 

Progaram/MWRP Kabupaten Gowa 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian 
 

Waktu dan lokasi penelitian ini berlangsung selama 2 bulan setelah 

pelaksanaan ujian proposal. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Gowa 

B. Jenis & Tipe Penelitian 
 

1.Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi 

dengan orang-orang ditempat penelitian, sehingga dengan demikian peneliti dapat 

mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari fenomena yang terjadi ditempat 

penelitian. 

 Alasan peneliti memilih desain penelitian kualitatif karena peneliti ingin 

mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, 

transparan, dan mendalam. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi/kejadian 

sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi Peran 

Pemerintah Dalam Pengelolahan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah 

Perkotaan. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian  deskriptif. Penelitan 

deskriptif memberikan suatu gambaran dan melakukan pengamatan dari sebuah 

penelitian dengan cara pengumpulan data sebanyak mungkin. Begitu juga dengan 

penelitian tentang Peran Pemerintah Dalam Pengelolahan Sampah Melalui 
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Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng 

Management Progaram ) Kabupaten Gowa. 

C. Sumber Data 
 

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang didapatkan peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah 

data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Dibawah ini penjelasan 

yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 

1. Data primer  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber yang dianggap berpotensi memberikan informasi sebenar-benarnya. 

Contoh data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, 

atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. 

2. Data sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang 

bersumber dari karya ilmiah, jurnal, media online dan tulisan-tulisan yang 

berkaitan dengan topic yang diteliti serta data yang diperoleh dari bahan bacaan, 

bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian.  

D. Informan Penelitian 
 

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai 

situasi dan kondisi yang berhubungan dengan Komunikasi Pemerintahan dalam 

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gowa 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah 

penentuan informan yang tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pediman atau 
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tempat, namun berdasarkan pada keberadaan tujuan dan pertimbangan tertentu yang 

tetap berhubungan dengan penelitian ini. Maka dari itu, adapun jumlah informan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1 Handry Alfa, S.IP Kepala dinas UPT Bank Sampah 

2 Mei Rezky A.Md Kep Anggota Dinas UPT Bank Sampah 

3 Dg Ngagi Pekerja  

4 Dg Senna Pekerja 

5 Dg ngempo Pekerja 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan 

data yaitu: 

1. Observasi 

 Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang 

terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun yang berbeda. 

Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap “Peran Pemerintah 

Dalam Pengelolahan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan 

(Municipal Waste Recycllng Management Progaram ) Kabupaten Gowa.” 
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2.Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer tentang penelitian yang 

di butuhkan dalam Peran Pemerintah Dalam Pengelolahan Sampah Melalui 

Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management 

Progaram ) Kabupaten Gowa.”  

3. Dokumentasi 

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian 

terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun 

berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian “Peran Pemerintah Dalam 

Pengelolahan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal 

Waste Recycllng Management Progaram ) Kabupaten Gowa.” 

F. Teknik Analisis Data 
 

Teknik penelitian mengggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan-

keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis 

karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dari permasalahan 

yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di dinas 

lingkungan hidup yang sudah dipersiapkan oleh peneliti.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan 

data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisa interaktif. 
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Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2012) berpendapat bahwa dari 

keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis 

pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, 

kemudian menarik kesimpulan. 

1. Reduksi data 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data adalah 

suatu proses pemilihan data penyederhanaan, pengabstrakan data dan transformasi 

kasat yang manual dari catatan-catatan dilapangan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tersusun untuk memungkinkan 

terdapatnya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat 

penyajian-penyajian agar kita dapat memahami apa yang tangah terjadi. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan 

mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang 

mungkin alur sebab akibat dan proposisi. 

Maka dari itu, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah kalau 

persyaratan validitas, rehabilitasi, dan objektifitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab 

itu, selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.  

G. Keabsahan Data 
 

Menurut Sugiyono dalam (Purrohman, Universitas, and Prof 2018) uji 

keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji depenability dan 

uji comfirmability. Keabsahan data pada penelitian ini diperiksa menggunakan uji 
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kredibilitas data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan 

pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat tiga triagulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1.  Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang 

dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen. 

2.  Triangulasi teknik  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik 

observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik 

pengumpulan data sebelumnya. 

3.  Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan 

pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu 

kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini 

akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.  
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau 

Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan 

Raja Kecil. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, 

Agang Je’ne, Bisei, Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama 

Raja-Raja kecil itu masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka 

mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada Dewata agar 

menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi 

Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan 

sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam 

daerahnya masing-masing dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung 

Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. 

Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), 

kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang 

Bendera).Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok 

kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil 

yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, 

Parang-parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan Sero. Pada masa sebagai 

kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan  mengandung 

citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng 
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Imannuntungi Karaeng Tumapa’risi Kallonna berhasil memperluas  Kerajaan 

Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang 

(Pangkaje’ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, 

sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan. Di 

masa kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna tersebutlah nama Daeng 

Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah 

berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari  18 huruf yang 

disebut  Lontara Turiolo. 

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan 

Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal 

tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia 

menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini 

kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng 

Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang 

mempermaklumkan shalat Jum’at untuk pertama kalinya. Raja I Mallombasi 

Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan 

Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, 

memproklamirkan Kerajaan Gowa  sebagai kerajaan maritim yang memiliki 

armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur. 

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis 

kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini 

mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang 

mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di 
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Buton. Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan 

VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan 

Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari 

banyaknya kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat 

menerima permintaan damai VOC. Pada tanggal 18 November 1667 dibuat 

perjanjian yang dikenal  dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). 

Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak 

Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya 

mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng 

Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan 

setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya. Sultan 

Hasanuddin bersumpah  tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada 

tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah 

hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 

Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-

jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI 

Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin 

dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional. 

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa 

a.  Profil Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa 

 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam urusan lingkungan hidup, dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
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Gowa. Sebagai Kabupaten yang memiliki daya saing dengan keunggulan 

komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan 

pengembangan wilayah, maka Dinas Lingkungan Hidup dibutuhkan untuk 

mendukung Bupati Gowa dalam menjamin kelestarian lingkungan dengan 

memperhatikan Azas Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan 

Lingkungan.  

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa bertempat di Jl. Mangka dg 

Bombong No. 29, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Azhari 

azis, AP., MM sebagai Kepala Dinas. 

b. Visi Misi Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa 

 Visi dan Misi Organisasi Visi : Penggerak Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Gowa Misi : Meningkatkan Upaya Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Hidup 
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Kepala Dinas 

Azhari Aziz 

Sekertaris Dinas 

Abdzah  Husain, ST, M,T 

Kabag 

Perencanaan 

& Pelaporan  

Kabag 

Keuangan  
Kabag Umum 

& 

Kepegawaian 

Ronald, ST Nurmalasari.S.Si 

Zulrizka 

Yamin, ST 

Bidang Pengendalian 

Pencemaran &Kerusakan 

Lingkungan 
 

Bidang Penaatan 

&Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup 
 

Sub Koordinator & 

Jabatan Fungsional 

Sub Koordinator & 

Jabatan Fungsional 

Kabid Tata 

Lingkungan 

Bidang Pengelolaan 

Persampahan, 

Pertamanan dan 

Pemakaman 
 

Sub Koordinator & 

Jabatan Fungsional Sub Koordinator & 

Jabatan Fungsional 

UPTD 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

c. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa 
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3. Gambaran Umum UPT Bank Sampah Kabupaten Gowa 

a. UPT Bank Sampah Kabupaten Gowa 

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk 

mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan 

sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan 

dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah. Bank sampah dikelola 

menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas 

sukarelawan. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat 

akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan 

sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak 

tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan 

pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. 

Pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu 

membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan 

ekonomi masyarakat. 

b. Visi Misi Bank Sampah Kabupaten Gowa 

Visi pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu: 

“Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan Tangguh dengan dengan tata 

Kelola pemerintahan yang terbaik” 

Misi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, yaitu :  

1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif. 

2) Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal 

dan teknologi.  
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3) Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan 

berwawasan lingkungan.  

4) Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi 

birokrasi dan pelayanan publik berkualitas. 
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c. Struktur organisasi Bank Sampah Kabupaten Gowa 

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa 

 

 

  
Kepala UPT 

Hendry Alfa S.IP 

Sub Bagian Tata 

Usaha 

Dahniar, SE 

Jabatan 

Fungsional  

Abdul Kahar 

Jailani, S.Sos 
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B. Hasil Penelitian 
 

 Peran pemerintah  merupakan salah satu kunci sukses bagi keberhasilan 

seluruh organisasi. Dalam meningkatkan kenerja pegawai asangat menentukan 

dalam mengarahkan sikap dan perilaku pribadi seseorang untuk dapat bersikap 

dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam menunjang 

tercapainya tujuan organisasi. Suatu ungkapan betapapun canggih suatu 

peralatan kerja, tersedianya biaya serta prosedur kerja namun jika anggota 

organisasi berperilaku tidak sesuai misi organisasi maka akan berakibat pada 

gagalnya pencapaian tujuan organisasi. Disinilah letak pentingnya faktor 

manusia dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Oleh sebab itu pegawai 

sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus di bina, di arahkan 

serta di tingkatkan kemampuannya untuk memperlancar tugas dan 

pekerjaannya. 

Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang 

terkait dengan bidang lingkungan hidup menjadi salah satu agenda 

permasalahan pemerintah dan hingga kini masih membutuhkan pembenahan 

serta perhatian serius , termasuk pula dari masyarakat. 

Dalam melaksanakan program pemerintah, termasuk program 

penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan seharusnya tidak 

hanya semata-mata pemerintah yang mengimplementasikannya. Tetapi juga 

dibutuhkan peran masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. 

Adapun teori yang digunakan untuk melihat  Peran Pemerintah Dalam 

Pengelolahan Sampah Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan 



48 
 

 
 

(Municipal Waste Recycllng Management Progaram Kabupaten Gowa” ialah 

dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Siagian, dimana untuk 

melihat peran dari seorang pimpinanan dapat diukur dengan menggunakan tiga 

indikator, yakni peran Antar Personal,peran informasional, dan peran 

pengambilan keputusan. 

1.  Peran Antarpersonal   

Gambaran yang dihubungkan dengan peran ini yaitu status dan otoritas 

pemimpin, dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antar pribadi. 

Aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam peranan ini antara lain kegiatan-

kegiatan seremonial sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pemimpin. 

Karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka eksesnya pemimpin 

tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak luar. 

Peranan sebagai pemimpin (leader), Menurut Thoha (2006 : 13) dalam 

peranan ini pemimpin melakukan hubungan interpersonal dengan yang 

dipimpin, dengan melakukan fungsi – fungsi pokoknya diantaranya memimpin, 

memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan. Sejumlah kegiatan yang 

memperhatikan peranan pemimpin ini termasuk pula merekrut, melatih, 

mengarahkan, memberi pujian, memberi kritik, mempromosikan, dan 

memberhentikan. Dalam organisasi informal biasanya pemimpin diikuti karena 

mempunyai kekuasaan karismatik atau kekuasaan fisik. Adapun dalam 

organisasi formal, pemimpin yang diangkat dari atas, sering kali tergantung 

akan kekuasaan yang melekat pada jabatannya tersebut. 
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam 

menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur 

dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang didalam Pasal 9 

ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah yaitu: Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah 

kabupaten/kota mempunyai kewenangan; menyelenggarakan pengelolaan 

sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pola  pengelolaan  sampah  di diantaranya  dengan  pembentukan  Bank  

Sampah,  peningkatan daur  ulang,  pembuatan  kompos  dari  sampah  organik  

merupakan  bentuk  penerapan  manajemen  ekosentris. 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa yang merupakan satuan 

instansi dalam pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

pelaksana pemerintah di daerah tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Penerapan pelaksanaan tugas dan wewenang yang 

dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dimana suatu instansi 

yang berfungsi dalam urusan lingkungan hidup. Wewenang merupakan bagian 

yang sangat penting dalam hukum tata pemerintah, karena pemerintahan baru 

dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. 

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Tentunya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah 

kabupaten Gowa memiliki berbagai peran, diantaranya dalam peran 
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interpersonal. Gambaran yang dihubungkan dengan peran ini yaitu status dan 

otoritas pemimpin, dan hal-hal yang bertautan dengan hubungan antar 

pribadi.aktivitas-aktivitas yang digunakan dalam perananini antara lain 

kegiatan-kegiatan seremonialsehubungan dengan jabatan yang melekat pada 

pemimpin. Karena pemimpin memiliki jabatan yang tinggi, maka eksesnya 

pemimpin tersebut harus selalu mengadakan kontak tertentu pada pihak-pihak 

luar.  

Dalam peran ini peran kepala dinas UPT Bank sampah   menjalankan 

perannya  dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat legal dan social. 

Hasil wawancara bersama HA sebagai kepala Dinas UPT Bank Sampah  

“Tentunya dalam menjalankan tugas selain harus menjalan kan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku juga perlu membangun hubungan yang baik kepada 

pegawai lain  sehingga  dapat mengurangi miskom antara kepada dinas dan juga 

pegawai dan juga kepada masyarakat berkaitan dengan Pengelolaan Sampah 

(Mwrp) Kab Gowa kan ini berkaitan dengan tugas atau peran saya sebagai 

kepala dinas yang menjalan kan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang 

berlaku pengolaan sampah dengan system MWRP sendiri itu merupakan 

program yang di rancang untuk meningkatkan kemandirian masyrakat dan juga 

dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyrakat “. (wawancara pada 6 

Maret 2023) 
 
Selanjutnya hal serupa di sampaikan MR Anggota Dinas UPT Bank Sampah 

“Kalo berbicara soal peran kepala dinas secara interpersonal sejauh ini sangat 

memotivasi pegawai lain dan dalam memberikan arahan pun mudah untuk kami 

pahami “(wawancara pada 6 Maret 2023) 
 

Berikut hasi wawancara bersama DN Masyarkat Kabupaten Gowa 

“Menurut saya sebagai masyarakat dan juga  terlibat dalam proses daur ulang 

arahan yang di berikan kepada kami itu sangat bagus yah dan juga kami tidak 

ada rasa tertekan dalam melakukan pekerjaan malahan kami senang.” 

(wawancara pada 6 Maret 2023) 
 
Wawancara Bersama DS Masyarkat Kabupaten Gowa 
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“Alhamdulillah kalo dalam memberikan arahan kepada kami sangat bagus  dan 

para pegawai juga kadang ikut juga dalam membantu kami dalam pemisahan 

sampah  yang akan di olah kembali” (wawancara pada 6 Maret 2023) 
 
Wawancara bersama DNO Masyarakat Kabupaten Gowa  
 
“Pekerjaan yang kami lakukan di sini bukan hanya kita pekerja saja tapi dari 

dinas lingkungan juga ada yang mengarahkan dan bahkan turut membantu” 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam indicator  

Peran antar personal dinas Lingkungan kabupaten Gowa dalam pengelolaan 

sampah melibatkan masyarakat dengan memberikan intruksi yang mudah 

dipahami masyarakat bahkan turut ikutr serta dengan masyarakat dalam proses 

pemilihan sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Peran Informasional  

 Pemimpin melakukan hubungan-hubungan keluar untuk mendapatkan 

informasi dari luar organisasinya. Informasi didapatkan dan dikumpulkan oleh 

Gambar1 
Proses Pemisahan Sampah 
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pemimpin perusahaan yang kemudian di bagikan kepada karyawannya. 

Menjadikan pemimpin sebagai pusat informasi bagi organisasinya. 

pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan metode dan teknik 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, 

penanganan sampah masih bertumpu pada pemerintah terlihat masih rendahnya 

kesadaran dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Potensi sampah juga 

masih belum banyak diketahui oleh masyarakat yang sebenarnya merupakan 

potensi usaha bagi masyarakat dengan pengolahan yang tepat guna sesuai 

potensi dan kegunaan masyarakat. 

Untuk mengatasi masalah penumpukkan sampah yang selama ini 

memang menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks 

tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah 

,olehnya itu peran kepala dinas dalam memberikan informasi keepada 

masyarakat terkait pengeloaan sampah perlu dilakukan  

Berikut hasil bersama HA sebagai kepala Dinas UPT Bank Sampah  

“Dalam pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Gowa melalui program 

Municipal Waste Recycling Project (MWRP) memberikan informasi kepada 

masyarakat bahwa pengelolaan sampah melalui program ini dilakukan dengan 

beberapa tahap hingga samapai pada bank sampah yang nantinya akan didaur 

ulang lagi dan bisa menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat” ” 

(wawancara pada 6 Maret 2023) 
 
Selanjutnya di sampaikan juga oleh MR Anggota Dinas UPT Bank Sampah 

“Dalam memberikan informasi kepada masyrakat kami bertanggung jawab 

dalam memberikan edukasi beserta pemilihan sampah yang dapat diolah 

Kembali dan tidak dapat di olah Kembali masyarakat pun dapat langsung 

melakukan penyortiran langsung di Bank sampah yang nantinya kami akan 

membantu agar lebih mudah” (wawancara pada 6 Maret 2023) 
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Berikut Hasil wawancara Berikut hasi wawancara bersama DN Masyarkat 

Kabupaten Gowa 

“Alhmdulillah dalam memberikan inforamasi dan arahan kepada masyarakat 

kami mudah mengerti dalam pemisahan sampah sampai pada tempat untuk 

ditimbang sampahnya (wawancara pada 6 Maret 2023) 
 

 
Hal serupa disampaikan oleh DS Masyarkat Kabupaten Gowa 
 
“ Bapak atau ibu dari dinas lingkungan selalu memantau atau mengumpulkan 

informasi dari masyarakat dan kemudian menindak lanjuti informasi yang 

didapat apalagi berkaitan dengan pengelolaan sampah yang menjadi keluhan 

masyarakat. Dalam menyampaikan pengelolaan sampah system daur ulang ini 

jaga mudah kami pahami dan kita teruskan kemasyarakat lainnya” (wawancara 

pada 6 Maret 2023) 
  
Berikut hasil wawancar bersama DNO masyarakat Kabupaten Gowa 
“Dalam mengarahkan atau memberikan informasi kepada kami baik itu soal 

harga yang dari hasil yang telah di pilih sebelumnya sangat mudah kami pahami 

ada juga papan informasi yang disediakan sehingga mempermudah kami untuk 

mengingat “ (wawancara pada 6 Maret 2023) 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada peran 

informasional pemerintah memberikan informasi yang mudah dipahami 

masyarakat bahkan turut ikut langsung dalam proses pengelolaan sampah. 

 Tabel 4.1. Daftar Harga Pembelian Sampah Anorganik UPT Bank 

sampah Kabupaten Gowa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa 

No Plastik  Contoh barang/Produk Rp/Kg 

 Gelas Bening bersih  Gelas plastik bening-tanpa 

penutup 

Rp. 5000 

 Gelas bening kotor Gelas plastik warna bening-masih 

ada penutp 

Rp.2.500 
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 Gelas warna Ale-ale,mauntea,tehgelas-disusun Rp.2.500 

 Gelas Campur  Segala jenis gelas plastic-campur  Rp. 2000 

 Cincin Gelas Cincin atau potongan bibir gelas  Rp. 2000 

 Botol bening bersih  Botol 

ades,cocacola,fanta,floridina-

tanpa tutup dan label 

Rp. 2000 

 Botol Biru Muda 

Bersih 

Botol aqua,Js,Club, Dan Le 

Mineral 

Rp.4000 

 Botol Campur Segala jenis botol tanpa label dan 

tutup 

Rp.3.300 

 Botol Warna Bersih  Botol minuman warna biru/hijau -

tanpa penutup dan label  

Rp.2.300 

 Botol warna kotor Botol minuman warna biru/hijau -

tanpa penutup dan label 

Rp.2.300 

 Plastic pecah belah  Baskom,gelas,piring,kursi plastik 

(tanpa damar) 

Rp.2.000 

 Tutup botol Tutup botol campur Rp. 1.500 

 Tutup galon Tutup galon warna campur  Rp.2.000 

 Plastik lembaran  Plastic lembaran berwarna bening Rp. 500 

 Botol plastic 

bergaris tengah  

Botol plastic bergaris tengah 

(botol bedak,botol oli ,dsb) 

Rp.1.800 

 Plastik kemasan isi 

ulang 

Refil minyak goreng,kemasan 

sachet 

Rp.500 
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No Logam Contoh barang/produk Rp/Kg 

 Besi tebal Besi cor,besi plat Rp.2.000 

 Besi tipis  Drum,rak piring Rp 1.700 

 Kaleng  Kaleng makanan-kaleng susu- 

tidak dipres  

Rp.500 

 Alumunium tipis Kaleng minuman,fanta,sprite Rp.7.000 

 Besi seng Seng bekas Rp.500 

No  Kertas Contoh barang/produk Rp/Kg 

 Kertas putih Buku tulis,kertas fotocopy Rp.1.500 

 Kertas 

campur/warna 

Majalah,karton warna Rp..500 

 Kertas buram Kertas warna buram Rp.1000 

 Kardus  Karton coklat box Rp. 1.500 

 Kertas semen A Kertas semen tonasa  Rp.1000 

 Koran Koran berita Rp. 1.200 

 Karton Rak Telur Rak untuk susun telur Rp.500 

No Kaca/Botol Contoh barang/produk Rp/Kg 

 Botol Leher Pendek 

bening 

Botol markisa/bensin Rp.1000 

 Botol leher Panjang 

tebal 

Botol kecap dan sejenisnya Rp.500 

 Botol tebal Botol soda dan sejenisnya  Rp.300 
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3. Peran Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan merupakan salah satu hal yang sangat berisiko 

dan tidak mudah. Peranan yang membuat pemerintah terlibat dalam proses 

pembuatan strategi. Proses pembuatan strategi ini secara sederhana dinamakan 

sebagai suatu proses yang menjadikan keputusankeputusan organisasi dibuat 

secara signifikan dan berhubungan. Peranan pengambilan keputusan oleh 

pemimpin merupakan peranan yang tidak boleh tidak harus dijalankan, lagi pula 

peranan ini yang membedakan antara manajer dengan pelaksana. 

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan 

pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan 

pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk 

pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, 

teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga 

tanggap terhadap perilaku massa. Pemerintah di dalam pengelolaan sampah 

diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan 

Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha 

sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan 

efisien. 

Berikut hasil wawancara bersama HA sebagai kepala Dinas UPT Bank Sampah 

“Pengambilan Keputuasan pengelolaan sampah dengan program Pengelolaan 

Sampah(Mwrp) Kab Gowa tentunya tidak dilakukan secara sepihak tetapi 

berdasarkan kesepakatan bersama berserta melihat situasi yang berada di 

massayarakat dan juga program ini mudah untuk di sosialisakan kepada 

masyarakat” 
 

Selanjutnya disampaikan MR Anggota Dinas UPT Bank Sampah 
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“Tentunya keputusan yang diambil berdasarkan hasil dari keputusan bersama 

dimana  kami  berpartisipasi menyuarakan pendapat,menerima dan 

mendengarkan semua masukan dan saran  untuk nanti dipertimbangkan. bukan 

mengembalikan maunya (kehendak staff) apa, tetapi yang terbaik bagi kami 

seperti apa.” (wawancara pada 6 Maret 2023)” 
 
Selanjutnya hasil wawancara bersama DS Masyarkat Kabupaten Gowa 
 
“Alhmdulillah dengan adanya program ini dapat membantu dalam pengolahan 

sampah dan juga dapat membantu kami dalam pendapat pedapatan  tambahan” 

(wawancara pada 6 Maret 2023)” 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada indikator 

pengambilan keputusan Peran Pemerintah Dalam Pengelolahan Sampah 

Melalui Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng 

Management Progaram ) Kabupaten Gowa memberikan damapak yang baik 

bagi masyarakat baik itu dapa segi perekonomiaan maupun pada kebersihan di 

Kabupaten Gowa. 

C. Pembahasan 
 

  Setiap kota, termasuk kota yang sedang berkembang memiliki tantangan 

seperti pada tantangan tata kelola infrastruktur lingkungan. Tantangan tata 

kelola infrastruktur lingkungan meliputi air bersih, sanitasi, dan sampah. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat 

juga semakin tinggi. Akibatnya, jumlah timbulan sampah akibat aktivitas 

manusia juga semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan 

sampah lingkungan dengan tujuan utama untuk mengurangi sampah dan 

mendayagunakan sampah agar tidak menjadi barang yang benar-benar tidak 

berguna dan dibuang. 
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Anggapan sampah merupakan barang yang harus dibuang masih 

menjadi paradigma lama, padahal disisi lain pemanfaatan sampah dapat 

dijadikan sebagai bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan 

berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan 

bakar dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Oleh karena 

itu, pemanfaatan sampah tersebut juga dapat dilakukan dari sampah rumah 

tangga sebagai salah satu sumber timbulan sampah yang kemudian diawali dari 

pemisahan dan pemilahan. 

Pengelolaan sampah di lingkungan  di Kabupaten Gowa pengelolaan 

sampah melalui perbaikan teknologi pengolahan sampah melalui program   

Program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng 

Management Progaram ) pada TPA dan peningkatan efektifitas pengumpulan 

dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPA, serta 

peningkatan kesadaran masyarakat maupun industri untuk mengurangi sampah 

melalui gerakan 4R (reuse, reduce, replace dan recycle). 

Pada penelitian ini menggunakan teori  Siagian, dengan menggunakan 

tiga indikator, yakni peran Antar Personal,peran informasional, dan peran 

pengambilan keputusan. 

1. Peran Antar Personal 

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui dinas Lingkungan Kabupaten Gowa 

melakukan hubungan interpersonal dengan yang masyarakat , dengan 

melakukan fungsi – fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, 

mengembangkan dan mengendalikan. Sejumlah kegiatan yang memperhatikan 
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peranan pemimpin ini termasuk pula merekrut, melatih, mengarahkan, memberi 

pujian, memberi kritik, mempromosikan, dan memberhentikan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemerintah dalam 

pengelolaan lingkungan melalui program(Municipal Waste Recycllng 

Management Progaram ) telah membangun hubungan yang baik terhadap 

masyrakat dengan emberikan arahan serta sosialisasi terkait pelaksanaan 

program tersebut. 

 Program Manajemen Pengelolaan Sampah di Gowa dirancang untuk 

peningkatan kapasitas dan kemandirian dalam mengidentifikasi permasalahan, 

membuat perencanaan, menyediakan payung hukum, dan 

mengimplementasikan solusi yang efektif sesuai dengan tantangan yang 

dihadapi.  

2. Peran Informasional 

Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang 

sangat besar.tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola 

sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang 

dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya 

komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. 

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Gowa dalam 

pengelolaan sampah melalui program Daur Ulang Sampah Perkotaan 

(Municipal Waste Recycllng Management Progaram) menginformasikan 

mengolahan sampah dengan beberapa tahap sampai pada tahapan daur ulang 
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yang kemudian dapat di jadikan Kembali barang bernilai dan dapat menjadi 

penghasilan tambahan bagi masyarakat. 

Dalam operasionalisasinya Pengelolaan sampah MWRP mengedepankan 

tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.Pada tahap awal, untuk 

menarik minat mayasrakat, program bank sampah diperkenalkan melalui aspek 

ekonomi yang merupakan sebuah alternatif pekerjaan dan memberikan 

peningkatan penghasilan khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja sekaligus merupakan sebuah upaya untuk merubah paradigma 

masyarakat terhadap sampah. Namun, bagi masyarakat yang sudah memiliki 

pemahaman yang sangat baik terhadap Bank Sampah, menjadi nasabah bank 

sampah merupakan sebuah komitmen untuk kelestarian lingkungan dan 

kedekatan sosial  

3. Peran Pengambilan Keputusan 

 Untuk mengatasi permasalahan sampah, berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah dalam menekan angka peningkatan sampah yang bermuara pada 

tempat pembuangan akhir (TPA) Pemerintah Kabupaten gowa melalui program 

Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal Waste Recycllng Management 

Progaram)  dengan  melalukan pemisahan jenis sapah kemudian mendaur ulang 

sampah yang dapat diolah kembali oleh masyarakat sehingga dapat menjadi 

penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan maka Peran Pemerintah 

Kabupaten Gowa melalui program Daur Ulang Sampah Perkotaan (Municipal 

Waste Recycllng Management Progaram)  telah menjadi salah satu 

alternatifsolusi bagi pemerintah dan masyarakat. Solusi untuk mengurangi 

peningkatan volume sampah yang semakin tidak terkendali, Selain memberikan 

dampak positif bagi lingkungan, dalam proses pengelolaannya, bank sampah 

memiliki mekanisme relasi dan jaringan sosial yang bernilai ekonomis. 

B. Saran   
Dalam rangka pengembangan program yang telah di lakukan pemerintah 

kabupaten Gowa bank diperlukan adanya teknologi persampahan yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Terutama dalam bentuk sosialisasi, 

membantu pengembangan pengelolaan sampah di kabupaten Gowa. 
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